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Ribu Dua Puluh Enam (22-09-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Dr. Ruchman :  Kepala Pusat Pendidikan Agama dan
Basori, S.Ag., M.Ag. Pendidikan Keagamaan yang berkedudukan
di Gedung Kementerian Agama Republik
Indonesia, Jl. Lapangan Banteng Barat
Nomor 3-4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU;

|
Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, Bulan September, Tahun Dua

2. Dr. Rini Fitria, :  Ketua Lembaga Penelitian dan Pengbadian
S.Ag.,M.Si Kepada Masyarakat (LPPM) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu yang
berkedudukan di Alamat Jalan Raden
Fatah Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota
Bnegkulu Kode Post 38211 Telp (0736)
51276-51172, yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA
PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di
atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. bahwa PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada
Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Kementerian Keuangan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama




Nomor PRJ-16/LPDP/2026 dan Nomor 14 tahun 2026 tentang Program
Pendanaan Riset MoRA The AIR Funds.

bahwa PIHAK KEDUA menyampaikan rincian penerima pendanaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU.

bahwa PIHAK KESATU telah menyelenggarakan kegiatan rekrutmen,
baik secara administratif maupun substantif, dengan mengacu pada
pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama Nomor 201 Tahun 2026, dengan melibatkan PIHAK
KEDUA serta reviewer yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 121 Tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program
Pendanaan Mora The Air Funds Tahun 2026 yang selanjutnya disebut
Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau
mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian sebagaimana dluralkan di
bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1.

Program pendanaan riset Indonesia Bangkit yang selanjutnya disebut
Pendanaan MoRA The AIR Funds adalah pendanaan riset oleh LPDP
kepada PIHAK KEDUA yang direkomendasikan PIHAK KESATU untuk
melaksanakan Kegiatan berdasarkan permintaan atau mandatori
(penugasan) menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang agama sebagai Anggota Dewan Penyantun, dengan
mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi
keuangan LPDP;

Kegiatan adalah semua aktivitas riset dalam MoRA The AIR Funds yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

Pelaksana Kegiatan adalah tim periset yang ditugaskan oleh PIHAK
KEDUA untuk melaksanakan Kegiatan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPDP .
adalah satuan kerja non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara PIHAK KESATU
dengan PIHAK KEDUA tentang Pelaksanaan Program Pendanaan
MoRA The AIR Funds;

Rekening Pencairan adalah rekening milik PIHAK KEDUA yang
digunakan untuk menampung dan/atau menerima pencairan
pendanaan riset dari LPDP, dengan identitas diantaranya Nama
Rekening, Nomor Rekening, Nama Bank, Alamat Bank, dan NPWP.
Rekening Pengembalian adalah rekening milik dan yang ditunjuk oleh
LPDP untuk menampung seluruh sisa dana riset yang belum
dipergunakan hingga masa batas akhir Perjanjian ini;
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Laporan Awal adalah laporan Pelaksana Kegiatan kepada PIHAK
KESATU yang menjelaskan tentang kemajuan atau capaian kinerja
Kegiatan dan realisasi penggunaan dana sebagai syarat pencairan
Tahap Kedua, apabila pencairan dana tahap pertama telah terealisasi
minimal 80% (delapan puluh persen);

Laporan Akhir adalah laporan Pelaksana Kegiatan kepada PIHAK
KESATU yang menjelaskan tentang kemajuan atau capaian kinerja
Kegiatan dan realisasi penggunaan dana pada setiap periode
Pelaksanaan Kegiatan, yang telah dievaluasi oleh Reviewer yang
ditugaskan oleh PIHAK KEDUA sebagai pertimbangan pendanaan
periode berikutnya atau penyelesaian Kegiatan;

Faktur pajak adalah kewajiban institusi Pelaksana Kegiatan yang
berstatus pengusaha kena pajak (PKP) sebagai penerimaan dana riset
yang wajib dilampirkan dalam setiap permohonan pencairan dana riset;
Reviewer adalah pihak yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dalam
rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi yang
diperoleh dari seleksi, monitoring dan evaluasi terkait kemajuan atau
hasil pelaksanaan Kegiatan.

Seleksi adalah proses sistematis penyaringan, dan penilaian yang
paling memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan lembaga dari
sekumpulan kandidat.

Monitoring adalah aktivitas pemantauan kemajuan Kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KESATU paling sedikit satu kali dalam satu
periode Kegiatan, dengan melibatkan Reviewer;

Monitoring Internal adalah aktivitas pemantauan kemajuan Kegiatan
yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terhadap Pelaksana Kegiatan
MoRA The AIR Funds;

Evaluasi adalah adalah aktivitas penilaian hasil Kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA
menyampaikan Laporan Akhir kepada PIHAK KESATU, yang paling
sedikit dilakukan satu kali dalam satu periode pelaksanaan Kegiatan,
dengan melibatkan Reviewer;

Evaluasi Internal adalah aktivitas penilaian hasil Kegiatan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terhadap Pelaksana Kegiatan MoRA
The AIR Funds;

Tahun, Bulan, Minggu dan Hari adalah Tahun, Bulan, Minggu dan
Hari sesuai kalender;

eRISPRO adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang
disediakan oleh LPDP.




PASAL 2
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka
Pendanaan MoRA The AIR Funds kepada PIHAK KEDUA untuk
melaksanakan Kegiatan.
PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah kerja sama PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA dalam rangka Pendanaan MoRA The AIR Funds dengan
Pelaksana Kegiatan dan indikator kinerja riset setiap Kegiatan
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

PASAL 4
NILAI PENDANAAN

(1) Nilai Pendanaan MoRA The AIR Funds yang dialokasikan dan
dicairkan oleh LPDP kepada PIHAK KEDUA berdasarkan rekomendasi
PIHAK KESATU;

(2) Nilai pendanaan untuk setiap Pelaksana Kegiatan adalah
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
Perjanjian ini;

(3) Nilai pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah termasuk
pajak sesuai ketentuan yang berlaku;

(4) Persyaratan pencairan pendanaan untuk setiap Pelaksana Kegiatan
adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan
dari Perjanjian ini, serta persyaratan lainnya pada eRISPRO.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan
berakhirnya masing-masing periode pendanaan riset sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini.

(2) Setiap satu periode pendanaan adalah selama 12 (dua belas) bulan.

(3) Jangka waktu Pendanaan untuk periode pertama terhitung sejak
tanggal penandatanganan Perjanjian.

(4) Jangka waktu Pendanaan untuk periode berikutnya terhitung sejak
surat pemberitahuan Pendanaan MoRA The AIR Funds periode
Lanjutan dari PIHAK KESATU diterbitkan.




(1)
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PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU berhak:

a.

b.

€.

meminta dan mengonfirmasikan kepada PIHAK KEDUA segala
bentuk dokumen yang terkait dengan Kegiatan;

melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau Ewvaluasi
Kegiatan maupun penggunaan Pendanaan MoRA The AIR Funds
kepada PIHAK KEDUA ke Ilokasi Kegiatan sebagai bentuk
pengendalian. Apabila diperlukan, PIHAK KESATU dapat
melakukan Monitoring kegiatan dan penggunaan Pendanaan
MoRA The AIR Funds;

. menetapkan pendanaan tahun lanjutan setiap Kegiatan

berdasarkan hasil Evaluasi;

meminta kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan berupa
dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan
serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan
Kegiatan untuk kepentingan audit;

dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan persyaratan dalam Perjanjian ini, selama
jangka waktu pemberian Pendanaan MoRA The AIR Funds
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini dan/atau sampai
dengan berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KESATU wajib untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan
komponen Pendanaan MoRA The AIR Funds serta pemenuhan
terhadap persyaratan pencairan Pendanaan MoRA The AIR Funds
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) ini yang
disampaikan oleh PIHAK KEDUA;

menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan
validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta dokumennya
melalui aplikasi eRISPRO;

memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan MoRA The AIR
Funds yang dilakukan oleh LPDP kepada PIHAK KEDUA berjalan
dengan lancar;

mengawasi proses pengembalian sisa Pendanaan MoRA The AIR
Funds yang belum digunakan oleh Pelaksana Kegiatan pada setiap
akhir periode pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka
waktu Perjanjian ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan pendanaan MoRA The AIR Funds periode
selanjutnya ke Rekening Pengembalian;

. melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin a hingga

d, serta menugaskan reviewer dalam rangka Monitoring dan
Evaluasi melalui eRISPRO. Apabila diperlukan, PIHAK KESATU
dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi dengan menugaskan
reviewer melalui eRISPRO.

Menugaskan PIHAK KETIGA untuk memasuki lokasi kegiatan
dengan sepengetahuan dan pendampingan PIHAK KEDUA tanpa
pemberitahuan sebelumnya.




(2)

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan informasi secara
menyeluruh terhadap Pelaksana Kegiatan MoRA The AIR Funds.
Selama jangka waktu pemberian Pendanaan MoRA The AIR Funds
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian dan/atau sampai
dengan berakhirnya ini, PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan hal-
hal sebagai berikut:

a.

melakukan penugasan atau bentuk lainnya kepada Pelaksana
Kegiatan untuk melaksanakan Kegiatan sesuai dengan indikator
kinerja riset dan Nilai Pendanaan secara sungguh-sungguh dan
penuh tanggung jawab;

memastikan pengelolaan Pendanaan MoRA The AIR Funds yang
dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan dengan efektif dan efisien
serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang
transparan dan akuntabel,

memastikan pelaksanaan Kegiatan, pengajuan pencairan dana,
pelaporan aktivitas, pelaporan penggunaan dana, dan pengembalian
sisa dana dilaksanakan melalui eRISPRO.

mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan
Kegiatan dengan mempertimbangkan jangka waktu Perjanjian dan
jangka waktu Kegiatan;

. melakukan Monitoring Internal dan Evaluasi Internal terhadap

setiap Kegiatan,;

melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap Laporan Awal
maupun Laporan Akhir dari setiap Kegiatan;

mengkoordinasikan dan mengupayakan proses pengembalian sisa
Pendanaan MoRA The AIR Funds yang belum digunakan oleh
Pelaksana Kegiatan pada setiap akhir periode pendanaan
dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini melalui
mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan
pendanaan MoRA The AIR Funds periode selanjutnya ke Rekening
Pengembalian;

menyimpan semua bukti pengeluaran Kegiatan;

bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan
jasa yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan

mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian ini ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan Kegiatan, seperti namun tidak terbatas terkait
dengan perizinan riset ataupun keterlibatan periset luar negeri.

Apabila terjadi pergantian pimpinan yang dijabat oleh PIHAK KEDUA,
maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK KESATU.




PASAL 8
MESIN DAN PERALATAN

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari Pendanaan MoRA The AIR Funds
dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9
DATA, INFORMASI, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini
dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA atau Pelaksana Kegiatan
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

PIHAK KEDUA dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat membuat
tersendiri dengan pihak-pihak terkait dalam rangka alih teknologi
atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang
dihasilkan dari Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis,
terutama di bidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara,
dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;

Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA dan/atau
Pelaksana Kegiatan atas kepemilikan dan pengelolaan Data,
Informasi, dan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka PIHAK
KESATU terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi,
perdata maupun pidana.

PASAL 10
PAJAK DAN BIAYA

Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah
lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan
hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul baik
sehubungan dengan Perjanjian maupun pelaksanaan Kegiatan,
menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA
dan/atau institusi Pelaksana Kegiatan, serta pembayaran biaya
pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan PIHAK
KESATU;

Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang
disyaratkan PIHAK KESATU dan disetujui PIHAK KEDUA dalam hal
pelaksanaan Perjanjian ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab
sepenuhnya PIHAK KEDUA;

Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian
dan Kegiatan adalah sesuai dengan pertauran dan ketentuan tentang
perpajakan yang berlaku.




PASAL 11
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila
sepenuhnya PIHAK KEDUA melakukan Peristiwa Cedera Janji dengan tidak
memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

(2)

(8)

PASAL 12
PERISTIWA CEDERA JANJI

Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:

a. Dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan MoRA the AIR
Funds dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA dan/atau Pelaksana Kegiatan;

b. Pernyataan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dan/atau
Pelaksana Kegiatan kepada PIHAK KESATU tidak benar atau
tidak sesuai dengan fakta;

c. Pelaksana Kegiatan tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan,
indikator kinerja atau luaran Kegiatan, menyertakan logo atau
pengakuan pendanaan LPDP dan PIHAK KESATU, dan hal-hal
lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran ini; dan/atau

d. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini.

Dalam hal PIHAK KEDUA dan/atau Pelaksana Kegiatan melakukan

cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

atau huruf d, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian ini

secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau
sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis
kepada PIHAK KEDUA atau Pelaksana Kegiatan,

Dalam hal Pelaksana Kegiatan melakukan cedera janji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka PIHAK KESATU dapat

menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis;

Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) paling banyak 3 kali;

Penyampaian teguran tertulis yang ketiga, yang diterima oleh PIHAK

KEDUA harus ditindaklanjuti dengan pemberhentian pendanaan

kepada Pelaksana Kegiatan;

Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (5), maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengembalian

seluruh sisa Pendanaan MoRA The AIR Funds yang belum digunakan
oleh Pelaksana Kegiatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian Pendanaan;

Pembayaran seluruh sisa Pendanaan MoRA The AIR Funds yang

belum disalurkan dan/atau digunakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke Rekening

Pengembalian;

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), maka PIHAK KESATU



(1)

(2)

(1)

dapat mempertimbangkan No Cost Extension (NCE) atau penambahan
jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan;

PASAL 13
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH
PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

Selama jangka waktu Pendanaan MoRA The AIR Funds sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini dan/atau sampai dengan
berakhirnya Perjanjian ini, Pelaksana Kegiatan tidak diperkenankan
memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki judul dan
indikator kinerja riset atau keluaran yang sama (double claim)
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini tanpa
mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali
dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
Selama jangka waktu Pendanaan MoRA The AIR Funds sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini dan/atau sampai dengan
berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan
menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak
dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan
Perjanjian, kecuali apabila jabatan PIHAK KEDUA berakhir dan/atau
berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang
timbul berdasarkan Perjanjian beralih kepada penggantinya.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah
keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti:
faktor iklim, gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran,
huru-hara, perang/pemberontakan, wabah penyakit, pandemi,
pemogokan umum, gangguan industrial lainnya, dan perubahan
regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan
Kegiatan.

Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1)
Pasal ini, maka PIHAK KEDUA seclambat-lambatnya dalam waktu
tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan
kepada PIHAK KESATU secara tertulis tentang timbulnya Keadaan
Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan
terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga
menyulitkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan
kepada PIHAK KESATU, maka selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan
Kahar tersebut.

PARA PIHAK segera mengambil langkah untuk membahas keadaan
dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan
mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat
ditempuh oleh PARA PIHAK.




Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan
sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu Perjanjian, maka PARA
PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian
melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai
pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada Kegiatan, untuk
selanjutnya PIHAK KEDUA dapat menyesuaikan jangka waktu
Perjanjian dengan PIHAK KESATU melalui surat menyurat.

PASAL 15
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang
berkepentingan dengan pelaksanaan Kegiatan, maka Perjanjian ini
merupakan dokumen yang Dbersifat rahasia dan dilarang untuk
memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara
langsung maupun tidak langsung setiap isi Perjanjian dan dokumen yang
terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

PASAL 16
TATA CARA PELAPORAN

PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Awal dan Laporan Akhir,
serta laporan/hasil Monitoring Internal dan Evaluasi Internal
kepada PIHAK KESATU melalui eRISPRO;

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir dan hasil
Evaluasi Internal kepada PIHAK KESATU paling lambat pada akhir
bulan ke-12 (kedua belas) setiap periode terhitung sejak tanggal
penandatanganan Perjanjian surat pemberitahuan Pendanaan MoRA
The AIR Funds periode Lanjutan, kecuali penyampaian Laporan Akhir
Kegiatan dan hasil Evaluasi Internal periode terakhir pendanaan MoRA
The AIR Funds diatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 17
SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA dan institusi Pelaksana Kegiatan, kecuali
risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Perjanjian ini.

PASAL 18
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

Kecuali perubahan atas Lampiran Perjanjian yang tidak melebihi
alokasi pendanaan MoRA The AIR Funds, perubahan Rekening
Pencairan, Rekening Pengembalian, PIHAK KESATU, PIHAK
KEDUA, dan Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu
pemberian Pendanaan MoRA The AIR Funds serta perubahan alamat
PARA PIHAK, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup



(2)

(1)

(2)

(3)

diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur
kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan
dalam bentuk addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perubahan atas Lampiran Perjanjian yang tidak melebihi alokasi
Pendanaan MoRA The AIR Funds, perubahan Rekening Pencairan,
Rekening Pengembalian, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan
Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pemberian Pendanaan
MoRA The AIR Funds serta perubahan alamat PARA PIHAK,
dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal
yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan PARA
PIHAK atas perubahan tersebut.

PASAL 19
PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang
perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain
mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian harus dilakukan
dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, email dengan alamat-alamat
sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Email : moraairfunds@beasiswa.kemenag.go.id
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat
UP : Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan  Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama

b. PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telepon : 081367548253

Email . Ip2m@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Alamat : Jalan Raden Fatah Pagar Dewa, Kecamatan Selebar
Kota Bnegkulu Kode Post 38211 Telp (0736) 51276-
51172

upP : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau email

dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:

a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada
tanggal penerimaan, dan/atau,;

b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah
tanggal pengirimannya, dan/atau;

c. Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan
konfirmasi penerimanya);

Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.




PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi sengketa yang timbul dari/atau sehubungan dengan

pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk

menyelesaikannya dengan cara sebagai berikut:

a. musyawarah dan kekeluargaan; atau

b.layanan penyelesaian sengketa, arbitrase, atau penyelesaian melalui
proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 21
LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

(1) PIHAK KEDUA dan Pelaksana Kegiatan harus menggunakan logo
LPDP dan PIHAK KESATU dalam setiap media publikasi atau promosi
yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari LPDP.

(2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka PIHAK
KEDUA dan Pelaksana Kegiatan dapat menggunakan kata-kata
pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik,
wawancara, promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau
pendanaan dari LPDP dan PIHAK KESATU, baik secara tulisan
maupun lisan.

(3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini secara umum dicontohkan
“Program /Kegiatan /Riset/Proyek/Pendanaan ini didukung/bekerja
sama/bersinergi/berkolaborasi antara Kementerian Agama dan
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Program
Pendanaan MoRA The AIR Funds.

PASAL 22
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-
perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih
lanjut dalam Perjanjian tambahan (Addendum).

(2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan

pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup
sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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